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Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan Indonesia
adalah buku yang menyediakan gambaran konseptual dan praktis
mengenai hukum yang mengatur organisasi kemasyarakatan di
Indonesia. Buku ini membahas prinsip-prinsip dasar, regulasi, dan
tantangan yang dihadapi oleh organisasi kemasyarakatan dalam
konteks hukum Indonesia, serta menyajikan panduan praktis untuk
mendirikan dan mengelola organisasi kemasyarakatan secara
hukum. Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan Indonesia
menawarkan pemahaman yang komprehensif dan praktis tentang
hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Buku ini cocok
bagi mahasiswa, praktisi hukum, aktivis sosial, dan siapa saja yang
ingin memahami peranan dan regulasi organisasi kemasyarakatan
dalam konteks hukum Indonesia serta cara mendirikan dan
mengelola organisasi kemasyarakatan secara sah dan efektif.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan
buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran
penulis yang diberi judul “Pengantar Hukum Organisasi
Kemasyarakatan di Indonesia”. Saya menyadari bahwa tanpa
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi
saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya
mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah
membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan pembaca.

Buku ini mencoba membahas tentang model pengawasan
organisasi kemasyarakatan yang ideal di Indonesia. Pengaturan
atau mekanisme pengawasan organisasi kemasyarakatan antara
lain meliputi pendaftaran, pengawasan dan penindakan organisasi
kemasyarakatan. Kendala pemerintah dalam melakukan fungsi
pengawasan organisasi kemasyarakatan meliputi kekosongan
hukum, penegakan hukum, isu HAM. Merumuskan suatu
formulasi pengawasan dan kewenangan yang konstitusional
sehingga selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum,
demokrasi dan hak asasi manusia terwujudnya kepastian hukum
bagi pengawasan organisasi kemasyarakatan di indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun
sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata
saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini
akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
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BAB
PENDAHULUAN

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1

Ketentuan Pasal 28] ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republikindonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa
dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara
individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak
asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang
demokratis.

Warga Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945
mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan
pemerintahan. UUD 1945 mengakui dan menghormati hak
asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah
negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah
berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan.



BAB PENGAWASAN DAN

KEWENANGAN
NEGARA HUKUM

A. Pengertian Negara Hukum

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum
apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius
Stahl sebagaimana dikutip oleh Achmad Irwan Hamzani,
mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan

4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.11

Jimly Asshiddiqie sendiri merumuskan 12 prinsip pokok
Negara hukum yang merupakan pilar-pilar utama yang
menyangga berdiri tegaknya satu Negara modern sehingga
dapat disebut sebagai Negara hukum yang demokratis, atau
negara demokrasi yang berdasarkan hukum, yaitu:?

1. Supremasi hukum;

2. Persamaan dalam hukum;

3. Asas legalitas;

4. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan undang-
undang dasar;

5. Berfungsinya organ-organ Negara yang independen dan
saling mengendalikan;

11

12

Achmad Irwan Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang
Membahagiakan Rakyatnya, Jurnal Yustisia Edisi 90 September - Desember
2014,hlm. 137.

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, hlm 8-15, lihat : https://pn-
qunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses
pada tanggal 10 November 2019.
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A.

18

ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Sejarah Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dari
hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara memiliki
kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta
mengeluarkan ~ pendapat  tersebut  dikenal  sebagai
tigakebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-
hak asasi manusia, terutama dalam rumpun haksipil dan
politik.

Organisasi kemasyarakatan menjadi sarana untuk
menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat
Warga Negara Republik Indonesia dan dinilai memiliki
peranan yang sangat penting dalam meningkatkan
keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam
mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan
persatuan dan kesatuan bangsa, menjaminkeberhasilan
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan
sekaligus menjamintercapainya tujuan nasional.Organisasi
masyarakat sering pula dikenal dengan istilah lembaga
swadaya masyarakat (disingkat LSM),yakni sebuah organisasi
yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang
yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh
keuntungan dari kegiatannya.Organisasi ini dalam terjemahan



BAB PENGATURAN

ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

A. Bentuk Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Dalam  perspektif global, pembatasan terhadap
kebebasan berserikat dirasakan oleh serikat buruh yang banyak
mengalami ketidakadilan dan intimidasi. Sebagai contoh,
buruh di Bangladesh yang ingin melakukan kebebasan
berserikat justru mendapat gangguan, redundansi, dan
diskriminasi untuk memulai perubahan pada kondisi buruk
tenaga kerja di industri RMG. Peraturan yang berkaitan dengan
kebebasan berserikat belum dapat mengubah pola pikir
tradisional pemilik pabrik terhadap serikat buruh. Sebaliknya,
ketentuan tersebut justru memberikan kekuasaan yang tidak
masuk akal kepada birokrasi untuk menengahi masalah
perserikatan dan bukannya meningkatkan komitmen mereka
untuk membentuk serikat buruh yang baik sebagai sebuah
institusi dalam industri.>? Sedangkan di China serikat kerja
dagang independen dilarang. Hanya The All-China Federation of
Trade Unions (ACFTU) beserta subordinat bawahannya yang
diakui. Dengan masuknya Tiongkok dalam ekonomi global,
mulai muncul resistensi buruh yang menekan serikat kerja
dagang resmi untuk melakukan reformasi. Sifat dari demo
yang dilakukan berpindah dari klaim berorientasi hak (upah)
menjadi  klaim  berorientasi  kepentingan  (menuntut
peningkatan gaji tahunan dan reformasi serikat kerja dagang).
Organisasi serikat buruh non-pemerintah dan asosiasi sesama

52 Mia Mahmudur Rahim, Freedom of Association in the Bangladesh Garment
Industry, International Labour Review, 2019.
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BAB MODEL PENGAWASAN
TERPADU LINTAS

KEMENTRIAN DALAM

PENGAWASAN ORMAS

A. Tim Pengawasan Orang Asing

Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dibentuk
melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim
Pengawasan Orang Asing. Tim Pora didirikan ditingkat pusat
dan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan) sesuai
pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim
Pengawasan Orang Asing. Tim Pora tingkat pusat dibentuk
dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Tim Pora tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diketuai oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim Pora tingkat Provinsi
dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim Pora tingkat
Provinsi diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim
Pora tingkat Kabupaten/Kota, dan Kecamatan dibentuk
dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi. Tim Pora tingkat
Kabupaten/Kota, dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi. Tim Pora akan
dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut: 73

73

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.
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BAB
PENUTUP

Dinamika Ormas di Indonesia sangat tinggi sejak tahun 1908
hingga sekarang dan memiliki pengaruh besar dalam berbagai
aspek kehidupan di Indonesia antaralain ekonomi, politik,
ideologi, sosial-budaya, keamanan, dan lainnya sehingga
diperlukan Pengaturan Ormas yang baik. Pengaturan pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia sesuai Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan dilaksanakan oleh 3 Kementerian yaitu
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Luar Negeri. Pengawasan pada 3 Kementerian dalam
hal memberikan izin pendirian, pengawasan kegiatan Ormas,
pembubaran Ormas yang melakukan pelanggaran saat ini belum
terintegrasi atau berjalan parsial. Adapun kewenangan secara
teknis yang diberikan menggunakan peraturan perundang-
perundangan sebagai berikut:

1. Kemenkumham diberikan kewenangan melalui Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

2. Kemendagri diberikan kewenangan melalui Permendagri
Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah. Selanjutnya kewenangan teknisnya diatur
dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang
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